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PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
MUHAMMAD SA’ID AL-ASYMAWI
Nur Lailatul Musyafa’ah
(Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, JI. A. Yani 117 Surabaya)

ABSTRACT

This paper attempts to trace the thoughts of Muhammad Sa'id al-Asymawi about the renewal of
Islamic law. According to him, one of the reasons for the decline of Muslims is the attitude that
is too glorifying the thought of Islamic jurisprudents, so that the door of ijtihad becomes closed.
Even though the times have demanded an update in the field of Islamic law by reinterpreting
Islamic teachings to be relevant to the present context.

Key words: Renewal, Islamic law
ABSTRAK

Tulisan ini berusaha menelusuri pemikiran Muhammad Sa’id al-Asymawi tentang
pembaruan hukum Islam. Menurutnya, salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah sikap
terlalu mengagungkan pemikiran ulama madzhab fikih sehingga pintu ijtihad menjadi tertutup.
Padahal perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan di bidang hukum Islam dengan cara
menginterpretasikan kembali ajaran Islam agar relevan dengan konteks kekinian.

Kata-kata kunci: Pembaruan, hukum Islam

PENDAHULUAN

Pemikiran hukum Islam (fikih) berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan
wilayah Islam melalui kontak dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena
sesungguhnya, al-Qur’an pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat
saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi lebih luas lagi. Hukum-hukum yang
terkandung di dalam al-Qur’an itu pun, masih ada yang memerlukan penafsiran dan mempunyai
potensi untuk berkembang. Jika pada masa Rasulullah s.a.w., dalam memahami ayat-ayat
semacam itu, penjelasan diberikan langsung oleh beliau dengan Sunnahnya. Akan tetapi, setelah
Rasulullah wafat dan wilayah kekuasaan Islam semakin luas, penjelasan itu dilakukan oleh para
Sahabat.! Tanggung jawab itu terus berlanjut dan beralih kepada para tokoh atau ulama’
mujtahid pada generasi berikutnya.?

Semangat ijtihad® senantiasa dihidupkan oleh para fugaha, meskipun di antara mereka ada
yang lebih memilih status quo. Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H/1505 M) memberikan kritikan
tajam kepada mereka yang mengabadikan taglid, dan Ibn Taimiyyah (661 H-728 H) juga tidak
membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.*

! Muhammad “Ali al-Sais, Nasy at al-Fikih al-ljtihad wa tathowwuruh, (Kairo: Silsilat Buhdts al-Islamiyyat,
1970), 6.

2 1bid.

3 ljtihad adalah mencurahkan daya upaya untuk sampai pada hukum syar’i dari dalil syar’i. ‘Abd al-Wahhab
Khallaf, ‘Iim Ushiil al-Fikih, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 11.

4 Abd. Salam Arief, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita, (Yogyakarta, Lesfi,
2003), 2.
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Dalam era modern ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjawab pertanyaan
tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang
harus ditampilkan dalam menghadapi modernisasi.> Munculnya arus modernisasi melahirkan
beragam reaksi dari beberapa ulama’. Ada yang menerima dan ada yang menentang.®

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa setelah tertutupnya pintu ijtihad, pada awal abad ke
19 muncul di kalangan pemikir muslim untuk membuka kembali aktifitas berijtihad dengan
melakukan pembaruan hukum Islam, yang dalam masalah ijtihad kontemporer ini, terdapat tiga
pendapat:

1- Pendapat yang menolak ijtihad dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid dan salaf telah
mampu menjawab setiap tantangan zaman dan permasalahan kontemporer dewasa ini.’

2- Pendapat yang menginginkan pembaruan hukum Islam secara menyeluruh dengan
membuka pintu ijtihad secara bebas, yang terkadang dalam ijtihad ini mereka melakukannya
tanpa berpedoman atau menyalahi kode etik ijtihad yang ada.®

3- Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka tetapi tetap dengan
berpedoman pada metodologi ijtihad yang telah ditentukan ulama ushul.® Sehingga muncul
istilah:

¥l 3l 3391 5 wllall aylly Laial)
"Memelihara hukum lama yang baik dan mengambil hukum terbaru yang lebih baik™.
Kondisi tersebut mempengaruhi pemikiran Muhammad Sa’id al-‘Asymawi, Sebagai
seorang intelektual Mesir yang menekuni bidang hukum Islam untuk menawarkan pembaruan
pemikirannya di bidang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan,
dengan merujuk kepada akar historis ajaran Islam dan kondisi sosial-politik yang terjadi di suatu
tempat yang bersangkutan.?

Muhammad Sa’id al-‘Asymawi lahir di kota Kairo pada tahun 1932. la mendapatkan gelar
Sarjana Hukum dari Universitas Kairo pada tahun 1954 dan dari Universitas Harvard Amerika
Serikat. la memulai karirnya sebagai asisten Jaksa Wilayah di Alexandria sampai tahun 1960-
an. la pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banding Kairo (High Court of
Appeals), dan Ketua Pengadilan Tinggi Keamanan Negara di Mesir (High Court of State
Securitzy).ll Selain itu ia juga menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Mesir dan di
Barat.!

PEMIKIRAN FIKIH MUHAMMAD SA’ID AL-ASYMAWI
Dalam pembahasan mengenai hukum Islam tidak terlepas dari istilah syariat dan fikih.
Secara etimologis, syari’at berasal dari kata syara’a yang berarti meminum air.®® Syari’at

5> Bassam Tibi, Islam and the Cultural Accomodation of Social Change, (Oxford: Westview Press, 1991), 8.

& 1bid.

"Yusuf al-Qardlawi, al-ljtihad al-Mu dshir baina al-Inzhibath wa al-Infirath, (Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr
al-Islamiyyah, 1994), V.

8 Satria Effendi M. Zein, 70 Tahun K.H. Ali Yafie, (Bandung: Mizan, 1997), 153.

® 1bid.,155.

10 Al-Asymawi, al-Islam al-Siyasi, (Kairo: Madbdli, 1996).

1 Carolyn Fluehr, “Against Islamic Extremism”, dalam al-‘Asymawi Jihad Melawan Islam Ekstrem, (Jakarta:
Desantara, 2002), 4-5.

12 Al-‘Asymawi, “Syari’at: Kodifikasi Hukum Islam” dalam Charles Kurzman (et. al.), Islam Liberal, terj.
Bahrul ‘Ulam (et. al.), (Jakarta: Paramadina, 2001), 39.

13 Ibnu Mandzur, Lisan al- ‘Arab, jld. 7, (Beirut: Dar Thya’ al-Turats al-‘Arabi, 1999), 86.
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berarti sumber/tempat keluarnya air untuk diminum, metode atau jalan.'* Secara terminologis
syari’at adalah segala ketentuan Allah yang disyari’atkan bagi para hambaNya, baik
menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu’amalah, guna memperoleh kebahagiaan dunia
dan akhirat.*

Sedangkan fikih, secara etimologis berarti “paham”®. Dalam al-Qur’an kata fikih
digunakan dalam bentuk kata kerja (fi’l) sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam al-Qur’an
berarti memahami.'” Secara terminologis fikih biasanya didefinisikan dengan ilmu mengenai
hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang didapatkan dari dalil yang
spesifik.!® Pada mulanya kata syari’at meliputi semua aspek ajaran agama; yakni akidah, hukum
dan akhlak,® tetapi kemudian ada sebagian ulama yang mengkhususkannya dengan hukum
Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur’an dan Sunnah, maupun yang dicampuri oleh
pemikiran manusia (ijtihad).?’ Maka syari’at adalah fikih dan fikih adalah syariat.?!

Muhammad Al-Asymawi menolak pengertian di atas. la memahami syari’at hanya pada
tataran etimologisnya yang berarti manhaj (metode), jalan atau cara. la menolak memahami
syari’at berdasarkan epistemologisnya, sebagaimana yang dipahami para ulama yang berarti
segala ketentuan hukum yang baku dari Tuhan. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya ada
yang menyamakan syari’at dengan fikih. Menurut al-°Asymawi, harus ada pembedaan syari’at
dengan fikih. Syari’at adalah metode atau ketentuan yang berasal dari Allah, sedangkan fikih
adalah hasil ijtihad manusia yang bisa berubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang ada. Dan jika fikih dianggap syari’at maka telah terjadi pereduksian arti dan pensakralan
fikih, yang dari pandangan inilah pemikiran seorang muslim akan menjadi jumud dan tidak
berkembang.

Menurutnya, syari’at yang berasal dari Tuhan harus dibedakan dari fikih yang
merupakan produk manusia. Yang dimaksud dengan syari’at adalah segala ajaran yang
termaktub di dalam Al-Qur’an dan Hadits, ia bersifat absolut tidak boleh dirubah. Sedangkan
fikih adalah intepretasi dari ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadits sesuai
dengan pemahaman masing-masing manusia dan kadang terjadi perbedaan antara satu pendapat
dengan yang lainnya. Pemikiran keagamaan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan
zaman dan permasalahan yang muncul ke permukaan.??

Lebih lanjut al-Asymawi berpendapat bahwa adanya penyamaan antara syari’at dan
fikih menandakan adanya kebingungan para ulama’ fikih dalam memahami syari’at Islam.?
Akibatnya, fikih telah mengalami pergeseran makna. Fikih tidak hanya dimasukkan ke dalam
syari’at, akan tetapi juga identik dengannya. Syari’at menjadi sistem hukum yang diyakini
lengkap dan menangani seluruh aspek kehidupan, dan fikih cenderung dianggap sebagai wahyu
Tuhan, padahal fikih adalah karya manusia dan produk zaman tertentu yang berwatak lokal,

4 1hid.

15 Manna’ al-Qattan, al-Tasyri’ wa al-Fikih al-1slami, (Beirut: Muassasah Risalah, 1989), 14.

16 < Abdullah ‘Isa Ibrahim, al-Qamds al-Jami’ lil-Mushthalahat al-Fikihiyyat, (Beirut: Dar al-Mahjah al-Baidha,
1998), 431.

17 Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1998), 5.

18 Muhammad Abu Zahrah, Ushal al-Fikih, (Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, t.th.), 6.

19 Ahmad Rafiqg, Op. Cit., 4.

20 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997), 8.

2L Abdullah ‘Isa Ibrahim, al-Qamas al-Jami’ lil-Mushthalahat al-Fikihiyyat, (Beirut: Dar al-Mahjah al-Baidh3,
1998), 431.

22 < Abdullah Ahmad Za’im, dalam kitabnya Nahwa Tathwir al-Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Maktabah Sina, 1994).
2 Al-Asymawi.al-Syari’ah al-1slamiyah wa al-Qanun al-Masry, (Kairo: Madbuli, 1996), 25.
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temporal, penuh kontroversi, dan khilafiah.?* Dengan begitu, ketetapan fikih tidak ma’sum,
tidak suci, tidak kontinu, karena ia adalah hasil pendapat manusia, yang muncul di suatu tempat
dan zaman tertentu, yang bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi.”> Maka ia mengajak
kepada perubahan sikap, dari sikap fanatis terhadap salah satu madzhab, kepada sikap
pembaruan fikih. Menurutnya, dari sikap fanatis terhadap salah satu madzhab fikih itulah
munculnya aksi kekerasan, sehingga Islam tidak mampu tampil sebagai agama yang rahmatan li
al-‘alamin, bahkan ajaran Islam semakin menyeleweng dari karakteristiknya. Padahal, lanjut
‘Asymawi, kemunculan pemikiran fikih di masa lalu itu adalah hasil dari perkembangan
pemikiran hukum Islam yang dinamis dan kreatif.?®

Pemikiran al-‘Asymawi yang mendefinisikan syari’at hanya pada tataran etimologisnya
mendapat kritikan tajam dari M. ‘Imarah dalam bukunya Suqdt al-Ghuluw al- ‘7/mdny. Menurut
‘Imarah, konsepsi syari’at yang diutarakan al-‘Asymawi memiliki kelemahan. Syari’at secara
bahasa memang benar berarti metode, jalan atau cara, sebagaimana dalam kamus bahasa Arab
di antaranya dalam Liséan al-‘4rab dan al-Munjid, namun selain pendekatan bahasa, dalam
kamus tersebut juga mendefinisikan syari’at secara istilah yang berarti ketentuan yang
disyari’atkan Allah kepada hambaNya.?” Ketika istilah suatu kalimat hanya dipahami secara
bahasa saja akan menimbulkan kerancuan.?® Karena mengartikan sesuatu dengan pendekatan
bahasa saja akan menjadikan kalimat tersebut masih bersifat umum dan kurang bisa dipahami
secara mendetail, maka perlu pemahaman secara epistemologis. Yang dalam ilmu ushul fikih,
ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mendefinisikan suatu istilah, yaitu;

Lughawiyyat yaitu lafadz (kalimat) yang dipakai para ahli bahasa ketika mempelajari ilmu

bahasa.*®

Syar’iyyat yaitu lafadz (kalimat) yang digunakan dalam memahami ilmu syari’at.*

‘Urfiyyat Yaitu lafadz (kalimat) yang digunakan dan telah menjadi kebiasaan sehari hari.®!
Maka pendekatan bahasa yang digunakan al-‘Asymawi dalam mendefisikan kalimat

syari’at bisa digunakan ketika membahas ilmu bahasa (lughawiyyat) sedangkan dalam

memahami syari’at sebagai ilmu hukum maka sebaiknya digunakan pendekatan istilah

syar’iyyat.

PEMANTAPAN IMAN SEBELUM PELAKSANAAN HUKUM

Dalam pandangan ‘Asymawi, pembentukan masyarakat religius yang beriman, bertakwa
dan memiliki karakter pengasih dan penyayang adalah poin pertama yang harus diperhatikan
dalam upaya menerapkan syari’at Islam. Jadi sebuah syari’at Islam baru bisa diterapkan setelah
landasan iman masyarakat sudah kokoh dan kehidupan sosial benar-benar telah membutuhkan

2 |bid.

%5 Sebagai contoh adalah yang terjadi pada pendapat Imam Syafi’i, yang merubah pendapatnya ketika ia pindah
dari Irak ke Mesir, atau ia merubah pendapatnya karena perubahan tempat, sedangkan masanya masih dalam
satu zaman, dan kondisinya pun masih memiliki kemiripan. Ibid.

2 M. Sa’id al-‘Asymawi, Jawhar al-1slam, (Kairo; Madbdli, 1996), 91-97.

27 M. Imarah, suqdth al-Ghuluw al- Ilmdny, (Kairo: dar al-Syur(ig, 1995), 194. Lihat juga Ibnu Mandz(r, Lisan
al- ‘Arab, (Kairo: dar al-Ma’arif, 1981), 2238-2239.

28 Seperti kalimat shalat yang secara bahasa berarti do’a, jannah (surga) berarti kebun, zakat berarti berkembang,
dil. M. Imarah, Op. Cit., 196.

29 Lihat Ushul al-Fikih, (Silsilah ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah, t.thn.), 25.

% 1bid..

31 Ibid.
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hukum Islam itu. 3 Pendapatnya ini di dasarkan pada sebuah Hadits Nabi Muhammad yang
dlrlwayatkan Siti ‘Aisyah:
1) a5 sl ;;@M\weJyudfudj\d)mqu@ﬁm GMJW}A\e\mL;
5 Y 055 315 1l paaligas ¥ i 5l \y).wygwd,\df}s}e\)g\jd)_\nd)emy\g\wu\uu
3Bl o) 1l B3 g5 Y 1l
Artinya: “Sesunggguhnya ayat yang terlebih dahulu turun adalah yang berbicara surga
dan neraka, hingga setelah hati manusia tetap dengan keislamannya, barulah hukum halal dan
haram diturunkan. Jika yang turun dipermulaan adalah ayat-ayat semisal “janganiah
meminum minuman keras”, niscaya mereka akan menyatakan: “kami tidak akan
meninggalkannya selamanya”. Dan jika yang awal kali turun adalah perintah “Jangan
berzina!”, mereka pun akan berkata “Kami tidak akan meninggalkannya selamanya”.

Jadi hukum syari’at Islam baru bisa diterapkan setelah terbentuk masyarakat yang sudah
kokoh imannya dan siap menerima hukum tersebut. Di samping itu, syari’at Islam senantiasa
menjaga adat kebiasan setempat, tidak terputus dengan masa lampau, bahkan menghormati
beberapa kaidah, adat-istiadat dan kebiasaan yang telah menjadi sandaran hukum sebuah
masyarakat. Sebagai contoh hukum potong tangan, sebelum tertera dalam Al-Qur’an ia telah
dilaksanakan terlebih dahulu oleh masyarakat jahiliyyah di masa Al-Walid bin Al-Mughirah.
Lalu Al-Qur’an menerapkannya juga, mengingat masyarakat di zaman tersebut sebagaian besar
adalah suku nomaden, di mana penjara bukanlah solusi, maka hukuman potong tangan itu
menjadi media untuk membedakan antara pencuri atau bukan serta menjadi media untuk
membuat pelakunya jera..>*

Karena menurutnya, turunnya syariat Muhammad diawali dengan terbentuknya sebuah
komunitas beragama (mujtama’ al-din) yang sudah siap untuk menerima syari’at itu sesuai
dengan kebutuhan mereka. Sebagai bukti adalah selama hampir 13 tahun Muhammad
berdakwah di Makkah belum ada satupun syariat yang berkenaan dengan hukum yang
diturunkan, baru ketika ia berada di Madinah, setelah masyarakat di sana siap, turunlah secara
gradual syariat yang menerangkan hukum perang, perdamaian, pernikahan, talak, warisan, jual-
beli dan lain sebagainya.*®

Kejadian itu menurut ‘Asymawi merupakan bukti bahwa suatu syari’at akan sulit untuk
diterima apabila belum terbentuk kesiapan mental dari komunitas beragama, sehingga yang
terjadi hanyalah hayalan dan impian belaka, serta angan-angan yang tidak mungkin diwujudkan
(utopia). Sebab sisi lain dari syari’at Muhammad adalah sangat memperhatikan kemaslahatan
umatnya, atau keringanan dan kemudahan bagi pengikutnya.

Memang dalam pembahasan fikih, salah satu syarat utama sah ibadah seseorang adalah
ketika ia telah menjadi muslim. Seperti shalat, jika yang shalat adalah non muslim maka ia
dianggap tidak shalat begitu juga dengan ibadah yang lainnya.® Selain itu, syarat utama seorang
muslim menjadi mukallaf adalah ia mengetahui perintah atau larangan dari perbuatan yang ia

32 M. Sa’id al-‘Asymawi, Jawhar, Op. Cit., 23.

33 Al-‘Atsqalani, Fath al-Bari, jld. XI, (Kairo: Dar Abl Hayyan, 1996), 242.

% Ibid., 26.

%9 Al-‘Asymawi, Ushdl al-Syari’at, (Kaiso: Madbuli, 1996), 56.

35 Syarat ini tidak hanya terdapat dalam shalat, namun juga pada pelaksanaan ibadah dalam Islam secara umum.
Lihat Sayyid Sabiq, Fikih al-Sunnat, (Kairo: al-Fath li al-I’lam al-*Arabi, 1996).
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kerjakan.® Hal tersebut sesuai dengan Hadits Rasulullah s.a.w. yang menerangkan tentang
iman, islam, dan ihsan:

a3 o JUB e Le Ui o o ol alill La gy 1500 s ale alll Lo i) S JE 5508 o Ce
@355 53l andi g Ay & i Y g alll aues Gl Sl JU8 DY) e JU8 Camally i g ads )y 5 43l 5 43S0 5 4l
o) 5) @l a4l o) 55 S5 ol b ol 3 LS Al s (o U ) Le JUB Jlacas ) a sali 5 A 5yl 5LS 3
37(‘..5)\.;}”
Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: "Ketika Rasulullah duduk bersama orang-
orang, datang Jibril dan berkata: "Apakah iman itu?" Rasulullah menjawab: "Engkau beriman
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, hari akhir, para rasul-Nya, dan beriman pada hari
kebangkitan™ Jibril bertanya: "Apakah islam itu?" Rasulullah menjawab: "Islam adalah engkau
menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan
berpuasa pada bulan Ramadhan" Jibril bertanya: "Apakah ihsan itu?" Rasulullah menjawab:
"Engkau beribadah kepada Allah seakan akan engkau melihatNya dan seandainya engkau tidak
melihatnya maka sesungguhnya la melihatmu”. (H.R. Bukhari)

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwa iman, Islam, ihsan adalah hal yang saling
berkaitan dalam menjalankan ibadah. Bahkan dalam Al-Qur’an terdapat ayat hukum yang
berdampingan dengan akidah, hal ini dikarenakan akidah merupakan landasan hukum dan
keduanya saling berhubungan. Dengan tertanamnya akidah seorang muslim maka ia akan
menyagéari bahwa ketentuan hukum tersebut merupakan ketetapan dari Allah yang harus
ditaati.

Namun, ketika hukum Islam, terutama yang berkenaan dengan hukum pidana, baru bisa
diterapkan dengan menunggu sampai masyarakat membutuhkannya atau setelah landasan iman
sudah kokoh dan kehidupan sosial benar-benar telah membutuhkan hukum Islam itu, tentunya
penerapan hukum tersebut kurang relevan, karena ketika semua masyarakat telah benar-benar
beriman dan bertakwa, tentunya mereka tidak akan melakukan kejahatan tersebut karena tahu
bahwa hal itu dilarang dalam Islam dan ketakwaan mereka telah menjaganya dari perbuatan
maksiat,*® padahal salah satu fungsi dari adanya hukuman adalah sebagai salah satu cara agar
orang menghindari perbuatan maksiat dan kejahatan.

METODE IJTIHAD MUHAMMAD SA’ID AL-ASYMAWI

Kemunculan beberapa pendapat madzhab fikih merupakan salah satu sarana untuk
memungkinkan hukum Islam menjadi suatu tatanan hukum yang selalu tepat untuk setiap waktu
dan tempat.*® Dari itu, pembaruan fikih dengan proses ijtihad harus terus dilakukan oleh umat
Islam, sebab perkembangan zaman telah menuntut adanya pembaruan di bidang pemikiran
keagamaan, dengan cara mengintepretasikan kembali ajaran-ajaran Islam agar relevan dengan
konteks kekinian.*

36 Seperti dalam shalat, seorang muslim yang meninggalkan shalat padahal ia tahu bahwa hukumnya wajib maka
ia dianggap kafir, jika ia meninggalkan shalat karena malas maka hendaknya ia bertaubat, namun seandainya ia
meninggalkan shalat karena tidak tahu kalau shalat itu wajib maka hal tersebut bisa dimaklumi. Lihat buku
daras al-Fikih li al-Mustaw& al-Tsélits, (Saudi Arabiyah: Jami’ah al-Imdm Muhammad ibnu Su’id, 1422 H),
15.

37 Al-*Atsqalani, Op. Cit., 234

38 Abd al-Karim Zaidan, al-Madkhal li Dirasat al-Syari at al-1slamiyyat, (Baghdad: al-Quds, 1989), 159.

3% Menurut M. Imarah, Terwujudnya suatu masyarakat yang seluruhnya beriman dan bertakwa adalah sama saja
dengan menciptakan negeri utopia. Lihat M. Imarah, Op. Cit, 222.

40 1bid.

41 Muhammad Sayyid al-Thanthawi, al-1jtihad fi al-Ahkam al-Syar’ivyat, (Kairo: al-Nahdhabh, t.th.), 118.
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Al-‘Asymawi menegaskan bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum
tauqify dan hukum tafshily. Hukum tauqify merupakan hukum yang telah ditetapkan Allah yang
tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah s.a.w. Hukum ini bersifat gath’i yang tidak
bisa dirombak ketentuannya sehingga ia bukan termasuk obyek ijtihad, seperti kewajiban
shalat.*? Sedangkan hukum tafshily adalah hukum dalam Al-Qur’an atau Hadits yang belum
dijelaskan secara terperinci sehingga ulama berijtihad dalam memahami dan melaksanakan
hukum tersebut. Seperti hukum jual beli dan riba, yang dalam Al-Qur’an hanya menerangkan
bahwa jual beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram tanpa ada penjelasan tentang jual
beli dan riba, sehingga membutuhkan penafsiran karena tidak bersifat gath i.*

Dalam pandangan al-‘Asymawi, pembaruan pemikiran hukum Islam harus memperhatikan
beberapa langkah, di antaranya: Mendefinisikan setiap istilah keagamaan secara menyeluruh
dan jelas, menentukan metode khusus dalam penafsiran ayat Al-Qur’an, memperjelas kaidah
nasikh dan manstkh dalam Al-Qur’an, dan mengklasifikasikan hukum dalam Al-Qur’an antara
yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi seperti hukum perbudakan.**

Dari metode pembaharuan yang ditawarkan, al-Asymawi mencoba berijtihad pada beberapa
hal, namun hasil pemikirannya sering menuai kritikan dan kecaman dari ulama karena dianggap
menyimpang dari kode ijtihad yang berlaku. Seperti keberaniannya mempertanyakan kembali
status hukum khamr.* Atas keberaniannya tersebut secara terang-terangan Yusuf al-Qardlawi
mengkritik al-'Asymawi dalam kitabnya al-ljtihdd al-Mu'ashir baina al-Indhibath wa al-
Infirath, dan menganggapnya telah menyalahi aturan ijtihad*®.

Begitu juga masalah bunga bank, Al-Asymawi mempertanyakan kembali kualitas dalil nagli
yang membahas tentang riba dengan mengatakan bahwa hadis yang membahas tentang riba
perlu ditinjau lagi kualitasnya karena matannya tidak masuk akal.*’ Lebih lanjut Al-Asymawi
menjelaskan bahwa ayat Al-Qur’an yang berbunyi:

(27555500 Gl a%a 5 aall Al Jal g

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*®

tidak secara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli dan riba.*

Pada hakekatnya, riba yang haram adalah hanya berupa pinjaman dengan pengembalian
yang berlebihan; yaitu dengan mengeksploitasi kebutuhan si peminjam yang mengakibatkan dia
harus membayar kembali dengan biaya berlipat-lipat dari uang pinjaman semula dan bisa
mengakibatkan dia menjadi budak jika terbukti tidak mampu membayar hutangnya.*® Akan
tetapi pada saat ini, uang tidak memiliki harga yang tetap, selalu berubah dari hari ke hari, dari
satu negara ke negara yang lainnya. Bahkan harga uang itu sendiri berubah di satu tempat dan di
satu waktu, sesuai dengan pangsa pasar. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam hal utang-
piutang, sehingga wajar sekali jika ada ketentuan memberikan tambahan bagi orang yang

42 M. Sa’id al-‘Asymawi, Jawhar, Op. Cit., 31.

43 Ibid., 32.

4 M. Sa’id al-‘ Asymawi, al-Islam, Op. Cit., 294-295,

4 Al-'Asymawi, Ushulal-Syari’ah, (Kairo: Madbuli, 1983), 123.

46 Yusuf al-Qardlawi, Op. Cit., 79-80.

47 Al-'Asymawi, al-Riba wa al-Faidat fi al-Islam, (Kairo: Madbuli, 1996),9-11.

48 Al Qur’an, 2: 275.

49 Al-Ashmawi, Kodifikasi, Loc. Cit.

50 al-Qurthuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Kairo: Dar al-Sya’b, tt.), 1179.Majallat al Qudat, Nomor 3-4,
Maret-April 1986, 44.
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berhutang ketika membayar hutangnya tidak tepat pada waktu yang dijanjikannya. Maka bunga
bank tidak sama dengan riba. Pemikiran al-’Asymawi ini mengundang kontroversi karena
memang permasalahan bunga bank masih menjadi topik kontroversial di kalangan ulama antara
yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Di antara yang mengharamkan bunga bank
menganjurkan bahwa untuk menghindari terjadinya riba hendaknya seorang muslim ketika
mengadakan transaksi sebaiknya dilakukan melalui bank Islam.>!

Selain itu, di antara ijtihadnya yang menghasilkan pemikiran kontroversial adalah
pemikirannya tentang hukum hijab. Menurutnya hijab tidak wajib, karena ayat hijab hanya
khusus diturunkan untuk para istri nabi. Bahkan lebih lanjut ia mengatakan bahwa isu
diwajibkannya hijab mempunyai tujuan politis.>® Atas pemikirannya tersebut, syeikh al-Azhar
secara khusus menulis bal al-Hijab Hagigat Syar'iyyat untuk mengkounter pemikiran al-
'Asymawi.>® Bahkan secara khusus M. ‘Imarah menganggap Al-‘Asymawi sebagai pemikir
sekuler yang membahayakan.>*

Dari pembahasan di atas diketahui bahwa dalam berijtihad, selain merujuk kepada Al-
Qur’an dan Hadits, al-Asymawi juga merujuk kepada sebab turunnya ayat dan Hadits, karena
menurutnya, hukum Islam itu diturunkan berdasarkan sebab yang melatar belakanginya.
Kadangkala ia berfungsi sebagai solusi bagi suatu permasalahan, terkadang pula ia berperan
sebagai jawaban bagi pertanyaan.>® sehingga dalam pelaksanaan hukum tertentu harus
disesuaikan dengan sebab turunnya ayat atau Hadits tersebut. Dengan demikian, al-‘Asymawi
lebih cenderung menggunakan kaidah :

Lalll o gamy ¥ il (a2 a5yl
“Ungkapan itu berdasarkan sebab yang khusus daripada berdasarkan lafadz yang
umum
Kaidah tersebut merupakan kaidah yang disepakati ulama minoritas sedangkan mayoritas
ulama menggunakan kaidah yang berbunyi:
) uayai.)‘}(lééﬂ\e}u_j'éj\d\
“Ungkapan itu berdasarkan lafadz yang umum daripada penggunaan sebab yang
khusus”

Hal ini dikarenakan suatu lafadz dalam Al-Qur’an atau Hadits yang menggunakan lafadz
umum mempunyai tujuan dari penggunaan kalimat tersebut yaitu sebagai petunjuk bagi
kehidupan umat manusia secara umum meskipun ayat atau Hadits tersebut turun berdasarkan
sebab yang khusus.*® Jika lafadz umum tersebut dikhususkan pada sebab yang khusus akan
menghilangkan tujuan dari diturunkannya Al-Qur’an dan Hadits.

SIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran hukum
Islam Muhammad Sa’id al-Asymawi, yaitu:

1 Wahbah al-Zuhaili, “Tathbiq al-Syari’at wa lstimdad al-Qawdni min Mu’in al-Figh al-Islami”, dalam
Majallah al-Syari’at wa al-Dirésat al-Islamiyyat, (Kuwait: Desember 1987).

52 Al-'Asymawi, Hagiqat al-Hijab wa Hujjiyyat al-Hadits, (Kairo: Madbuli, 1995).

% M. Sayyid al-Thanthawi, "Bal al-Hijab Faridhah Syar'iyyah" dalam al-'Asyamawi, Hagiqat al-......... , Op.
Cit., 25-31.

5 M. Imarah, Loc. Cit.

% 1bid., 27.

%6 Muhammad Sulaiman al-¢Asyqar, al-Wadhih i Ush{l al-Fikih, (Kuwait: Dar al-Salafiyah, t.th.), 199.
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1. Syariat harus dibedakan dari fikih. Syari’at adalah metode atau ketentuan yang berasal dari
Allah, sedangkan fikih adalah hasil ijtihad manusia yang bisa berubah disesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang ada.

2. Hukum syari’at Islam baru bisa diterapkan setelah landasan iman masyarakat sudah kokoh dan
kehidupan sosial benar-benar telah membutuhkan hukum Islam itu.

3. Dalam melakukan ijtihad, Al-Asymawi bersandarkan pada nash Alquran dan Hadits dengan
berpedoman pada asbab nuzul dan asbab wurud kedua nash tersebut. Dan ketika terdapat hal
yang bertentangan antara nash dan mashlahat ia cenderung mendahulukan mashlahat.
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